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RINGKASAN

Perceraian dewasa ini  merupakan sesuatu hal yang lazim terjadi di
kalangan masyarakat Indonesia, baik masyarakat kalangan atas, menengah
maupun bawah. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya tingkat perceraian dari
tahun ke tahun, Bagi kalangan menengah dan bawah, masalah perceraian masih
menjadi permasalahan terutama dalam pengajuan gugatannya Dalam masyarakat
awam dan tidak tahu akan hukum tidak hanva perceraian yang menjadi masalah
tetapi juga perkawinan khususnya tentang sahnya perkawinan. Pengesahan
perkawinan dengan perceraian sangat erat kaitannya karena perceraian terjadi bila
ada perkawinan vang sah. Tanpa adanya perkawinan yang sah maka gugatan
perceratan tidak dapat diajukan. Untuk itu di dalam Kompilasi Hukum Islam
memberikan kesempatan kepada pihak vang ingin mengajukan pengesahan
perkawinan atau itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Demikian juga pengajuan
perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga ishat nikah dapat
dikumulasikan dalam gugatan perceraian.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
prosedur permohonan pengesahan perkawinan, proses pemeriksaan gugatan
kumulasi serta dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan
kumulasi khususnya perkara nomor: 2226/Pdt. G/2002/PA Jr tanggal 13 Januari
2003,

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah adalah metode yuridis
normatif yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder.
Maksudnya adalah pendckatan dengan menggunakan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan permasalahan. Di
dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif vang selanjutnya
ditarik kesimpulan secara deduktif.

Prosedur permohonan pengesahan perkawinan meliputi tindakan-tindakan
yang bersifat admimstratif maupun yustisial yang dimulai dari pengajuan perkara
sampai pada pemanggilan pihak-pihak. Di dalam proses pemeriksaan gugatan

kumulasi maka Majelis Hakim akan memeriksa itshar nikah terlebih dahulu
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sebelum pada pokok perkara yaitu gugatan perceraian. Dasar dan pertimbangan
Hakim dalam memutus perkara nomor: 2226/Pdt. G/2002/PA Jr tanggal 13 Januari
2003 sudah benar dalam penerapan hukumnya. Karena dengan pugatan kumulasi
akan memudahkan proses persidangan.

Saran saya bagi pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan kumulasi
hendaklah mempelajari terlebih dahulu apakah kumulasi gugatan tersebut sudah
sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ada baik kumulasi subyektif
maupun kumulasi obyektif sehingga tidak mungkin terjadi adanva gugatan yang
tidak dapat diterima.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan bentuk terkecil yang menunjukkan bahwa manusia
didalam hidupnya selalu membutuhkan manusia lain. Manusia adalah makhluk
sosial dan makhluk politik dimana sebagai makhluk sos.al manusia senantiasa
berhubungan dengan sesamanya, dan sebagai makhluk politik senantiasa hidup
dalam organisasi. Secara alamiah antara manusia vang jenis kelaminnya berbeda
dalam hal imi adalah laki-laki dan perempuan terdapat saling ketertarikan satu
sama lainnya. Manusia selalu memerlukan hubungan abadi dengan manusia
lainnya yang berlainan jenis kelamin tanpa melihat perbedaan warna kulit dan
sebagainya. Kemudian hal itu ditindaklanjuti dengan suatu keinginan untuk hidup
bersama didalam suatu ikatan perkawinan.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis
dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, vaitu suatu ikatan atau hubungan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Suatu perkawinan merupakan
ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang
bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Sahnya
perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku Masih banyak masyarakat kita yang awam
akan pentingnya pencatatan dari perkawinan yang mereka lakukan. Pencatatan
perkawinan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan, dan
dicatatkannya perkawinan maka perkawinan dapat dibuktikan melalui akta nikah.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila kita rasakan adalah sangat ideal karena
tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahimya saja tetapi sekaligus
terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk

membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan
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kehendak Tubhan Y.M.E. Suatu perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir
dan batin saja akan tetapi harus kedua-duanya sehingga diharapkan mampu
membenkan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang
bahagia dan kekal.

Menurut Agama Islam, perkawinan itu adalah sunnah Nabi Muhammad
S AW, dan sebagai umatnya menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan
supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan
bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho [ilahi.

Dalam kehidupan suatu keluarga adakalanya terdapat perbedaan-
perbedaan dari kedua belah pihak suami istri dan seringkali dari permasalahan-
permasalahan kecil menjadi besar dan berkepanjangan hingga pada akhirnya
terjadi perselisihan. Sedangkan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan
tidak akan tercapai kalau antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan
selalu berselisih paham

Apapun alasannya, keadaan serupa itu tentu sangat tidak menguniungkan
bagi kedua pihak beserta anak-anaknya, Maka Undang-Undang, baik itu Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
memberi kesempatan kepada mereka untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika
sekiranya pengadilan berpendapat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi akan
dicapai,

Masalah pengesahan dan percernian didalam suatu perkawinan adalah
saling bertalian satu sama lain. Karena sering terjadi perceraian yang
perkawinannya belum dicatatkan atau disahkan. Pengesahan perkawinan hanya
dapat dibuktikan dengan akta mkah yang dibuat oleh pegawni pencatat mkah.
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat
diajukan pengesahannya atau ishat nikah ke Pengadilan Agama Sehubungan
dengan itu maka di dalam masyarakat kita muncul suatu kebutuhan akan
pengaturan mengenal pengesahan suatu perkawinan demi mengantisipasi adanya
pihak-pihak yang kemudian akan dirugikan. Adapun tindakan antisipasi tersebut
hlakukan melalui saluran lembaga peradilan demi kebaikan kedua belah pihak,
mengingat salah satu sendi dari peradilan adalah hakim harus betul-betul tidak
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berat sebelah dalam penyelasaian sengketa di pengadilan. Perceraian yang
dilakukan di depan sidang pengadilan berlaku bagi semua warga Negara
Indonesia, demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak
suami dan juga demi kepastian hukum, tidak terkecuali pula bagi mereka yang
beragama Islam,

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian
bagi mereka yang beragama Islam adalah di Pengadilan Agama, meskipun di
dalam perceraian itu disertakan pula permohonan tentang pengesahan perkawinan
(dalam perkara yang penulis angkat adalah gugatan bersama atau gugatan
kumulasi). Sejak adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam dalam gugatan perceraian (penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama) merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam
memeriksa, memutus dan menyelsaikannya. Demikian pula dengan pengesahan
suatu perkawinan (pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) merupakan
wewenang pengadilan agama untuk memeruiksa, memutus dan meyelsaikannya.
Juga apabila pihak penggugat berkeinginan mengajukan gugatan perceraian
bersama-sama dengan permohonan pengesahan perkawinan atau ityhar nikah,
maka hal iu dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini
dalam bentuk skripsi dengan judul "PERMOHONAN PENGESAHAN SUATU
PERKAWINAN  YANG DIKUMULASIKAN DALAM GUGATAN
PERCERAIAN (Studi Putusan PA No.2226/Pdt.G/2002/PAJr tanggal 13
Januari 2003)".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah bidang hukum perdata yang
menyangkut masalah perkawinan khususnya mengenai pengesahan suatu
perkawinan dalam gugatan perceraian dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan  serta  diperbolehkannya  permohonan  pengesahan  suatu
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perkawinan didalam gugatan perceraian. Penyelesaian perkara perceraian dalam
skripsi ini didahului dengan adanya permohonan pengesahan suatu perkawinan
yang nantinya akan menghasilkan suatu penetapan. Hal lain yang menjadi lingkup
pembahasan skripsi ini, yaitu menyangkut proses permohonan pengesahan suaty
perkawinan dan proses pemeriksaan gugatan kumulasi di muka persidangan
beserta dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di dalam memutus
perkara dengan mengkaji Putusan PA No. 2226/Pdt.G/2002/PA.Jr tanggal 13
Januari 2003

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada judul dan paparan diatas, maka perumusan masalah
dalam skripsi ini dimaksudkan guna menentukan topik permasalahan, di mana
merupakan sesuatu yang memerlukan pemecahan dalam bab pembahasan.
Sehingga diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :
|. Bagaimana prosedur permohonan pengesahan perkawinan vang belum
dicatatkan 7

I

Bagaimana proses pemeriksaan pengesahan suatu  perkawinan yang
cikumulasikan dalam gugatan perceraian di muka persidangan ?

3. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara
pengesahan suatu perkawinan vang dikumulasikan dalam gugatan perceraian
(Putusan PA No. 2226/Pdt. G/2002/PA Jr tanggal 13 Januan 2003) 7

1.4 Tujuan Penulisun
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus, sebagai berikut :
1.4.1 Tujuan umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsdi ini adalah -
. untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakutas Hukum Universitas Jember |
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2. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi
hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu
hukum;

3. untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada waktu
belajar di bangku kuliah untuk membantu masyarakat dalam
memahami hukum beserla peraturan-peraturannya.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
I. untuk mengetahui dan mengkaji tentang prosedur permohonan
pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan;

[

untuk mengetahui dan mengkaji tentang proses pemeriksaan
pengesahan suatu perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan
perceraian dimuka persidangan,

3. untuk mengetahui dan mengkaji apa dasar dan pertimbangan Hakim
dalam memutus perkara pengesahan suatu perkawinan yang
dikumulasikan dalam gugatan perceraian (Putusan PA No.
2226/Pdt.G/2002/PA Ir tanggal 13 Januan 2003),

1.5 Metodologi Penulisan

Metode sangat diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya
\imiah, agar penganalisisan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan
yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan penulis, meliputi;
pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, dan analisa data yang telah
diperoleh, kemudian diakhin dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban
atas rumusan masalah,

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif
menurut Soemitro, (1985:24) vaitu:
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Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum
dan pendapal para sarjana hukum terutama vang berhubungan dengan
permasalahan.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan
melakukan penelitian dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen
yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1988:20).
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri
dari:
1. bahan hukum primer yaitu memuat peraturan hukum positif baik
bersifat materiil muupun formil khususnya hukum acara perdata dan

hukum acara peradilan agama;

[

bahan hukum sekunder yaitu memuat pendapat-pendapat dan ajaran-
ajaran dari para ahli hukum yang terdapat dalam karya ilmiah maupun
berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum, jurnal-
Jurnal hukum, artikel hukum, surat kabar, ensiklopedia dan lainnya.

1.53 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah:
a. Studi Dokumentasi
Yaitu kajian dokumen negara, dalam hal ini berupa putusan perkara
perdata Pengadilan Agama Jember Nomor 2226/Pdt.G/2002/PA Jr tanggal
13 Januan 2003
b. Studi Kepustakaan
Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara
mempelajan karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan perundang-

undangan serla artikel-artikel yang berhubungan dengan skeipsi ini,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum

yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat
mengenal permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi
didasarkan atas analisa vang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138).

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, vaitu
sualu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu
kejadian yang khusus atau suatu metode pembahasan vang dimulai dari suatu

permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembahasan skripsi im berdasarkan suatu fakta, bahwa perkawinan antara
Hasanah binti Ma’il dengan Sumari bin Suratin telah dilaksanakan pada tanggal
16 Juni 1992, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut agama [slam, dan antara
keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi hingga sekarang
keduanya belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan
setelah diurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember, ternyata pernikahan keduanya tidak tercatat dalam Buku Register Nikah
di KUA tersebut, sedang mercka kim berkepentingan untuk menyelesaikan
perceraian. Walaupun pihak keluarga telah berusaha memulihkan ketenteraman
rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil.

Sehingga pada tanggal 4 September 2002, Hasanah binti Ma'il
mengajukan gugatan perdata terhadap Sumari bin Suratin di Pengadilan Agama
Jember dengan register perkara Nomor 2226/Pdt. G/2002/PA Jr dengan tuntutan:

. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugal vang
dilaksanakan di wilayah Kantor Urysan Agama Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember tanggal 16 Juni 1992,

2. Menyatakan jatuh talak satu ba 'in dari tergugat terhadap penggugat.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, ternyata penggugat hadir dan
tergugat tidak hadir. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun
telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak hadimya tergugat tidak karena
adanya suatu halangan, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa
hadirnya tergugat. Sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan vaitu
cerar gugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan /tshar Nikah
vang diajukan bersamaan oleh penggugat. Terhadap permohonan itshar nikah
tersebut, setelah diadakan pemenksaan dengan mendengarkan keterangan
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penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti
surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember tertanggal 3 September 2002, Nomor Km.2325/Pw.02.01/134/2002,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, dan menjatuhkan penetapan
yaitu menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1992 di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan,
Kabupaten Jember. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yaitu
ceral gugat dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pada
pokoknya satu dengan yang lain saling bersesuaian. Penggugat dan tergugat
merupakan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
Semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak satu
tahun yang lalu secara berturut-turut telah hidup berpisah, tergugat meninggalkan
penggugat, dan keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin sebagai suami istri dan
tidak pernah saling berkunjung Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat
tersebut terjadi dengan diawali adanya perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat membawa sepeda pancal
adik penggugat, Dan hingga sekarang tergugat pergi dan tidak pernah kembali.
Selain itu saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian, tetapi usaha
tersebut tidak pernah berhasil,

Terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi terscbut, penggugat
menyatakan tidak keberatan dan menerimanya serta penggugat tetap berkeinginan
mengajukan cerai gugat terhadap tergugat. Penggabungan permohonan penggugat
menyangkut itshat  nikah  dengan cerai gugatnya, Majelis Hakim dapat
mencrimanya, dengan terlebih dahulu memeriksa i#shar nikahnya dan kemudian
Majelis Hakim menjatuhkan amar penetapan. Menyangkut gugatan penggugat
tentang perceraian, dipertimbangkan bahwa tergugat sekalipun telah dipanggil
secara patut akan tetapi tidak pernah hadir sehingga pemeriksaan perkara
dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat, Dengan ketidakhadiran tergugat,
Majelis  Hakim menilai bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan
penggugal atau setidaknya tidak membantah. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, sebagai
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akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya,

rumah tangganya menjadi tidak ada keharmonisan dan sulit untuk dipertahankan

guna mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga dengan

demikian telah terbukti dan cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai, Karena

telah terdapat alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat patut

mengabulkan gugatan penggugat dan membebankan biaya perkara kepada

penggugat, Sesual dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Majelis Hakim menjatuhkan

Putusan yang amarnya sebapai berikut :

|. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang
menghadap dipersidangan, tidak hadir :

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek :

3. Menyatakan jatuh talak satu ha 'in dari tergugat terhadap penggugat |

4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung
sebesar Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Kiutab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 100
“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan
dengan akta perlangsungan itu, yang telah dibukukan dalam register-register
catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”.

b

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal |

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b, Pasal 2
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(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

c. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena
a. Kematian
b. Perceraian ,
c. Alas keputusan pengadilan |
d. Pasal 39
(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan sidang vang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istn
(3). Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.
e. Pasal 40
(1). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
(2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada avat (1) pasal im diatur
dalam peraturan perundangan tersendiri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang nomor 1 Tahun 1974
i, pasal 2 ayat (1)

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawa Pencatat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”

b. Pasal 20 ayat (1) dan avat (2)

(1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau
tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan
pada pengadilan ditempat kediaman penggugat.
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4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

a. Pasal 54
“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan
agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
undang-undang im”,

b. Pasal 65
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak™

¢c. Pasal 73 ayat (1)

“Apabila gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,
kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa ijin penggugat’

d. Pasal 76 ayat (1)

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”"

¢. Pasal 82 ayat (1)
“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaikan kedua pihak™.

4. Inpres Nomor | Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 2
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. pasal 3
“Perkawinan bertyjuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah™,
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c. Pasal 4
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang
Perkawinan™

d. Pasal 5 ayat (1)
“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat”,

e. Pasal 6

(1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 3, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah,

(2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

I- Pasal 7

(1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah,
(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,
dapat diajukan itshar nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3). ftsbar nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salzh satu syarat
perkawinan,
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor | Tahun1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan ishar nikah ialah suami atau
istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan
dengan perkawinan itu.

2.3 Landasan Teori

Dalam hal ini penulis mencoba memberikan penjelasan / uraian mengenai
sknipsi ini sesuai dengan judul, oleh karena itu dalam landasan teori penulis
mencoba membahas serta memberikan pengertian dan batasan-batasan yang

sesual secara teoritis yang penulis peroleh dari beberapa literatur yang ada.
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1.3.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, vaitu
akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia maka dapatlah
disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan
menjaga ketenteraman jiwa / batin (Haji Abdullah Siddik, 1982:25).

Menurut ketentuan pasal | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
dimaksud perkawinan adalah, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, terdapat lima unsur.

I. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk
menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak
lain dalam masyarakat, Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang
dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat
kedua pihak saja.

Antara scorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir

batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita saja. Seorang pria

artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya
seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat atau
karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.

3. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya
tkatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi
sebagai suami istri.

4. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang
terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya
membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut
rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan
antara suami dan istri, atau antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah
tangga. kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh
diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

5. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak
terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia
Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan

3
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dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan
Tuhan kepada manusia (Muhammad, 2000:8).
Dalam hubungan ini Prof. R. Sardjono.S.H. mengatakan bahwa :

Ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu
secara formil merupakan suami istri baik mereka dalam hubungannya
dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti
bahwa dalam batin suami yang bersangkutan lerkandung niat yang
sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal (Asmin, 1986: 19).

Karena masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai

hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja
mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempengaruhi
peranan penting. Sehingga terdapat perbedaan pengertian perkawinan antara Kitab
Undang-undang Hukum perdata dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974. Perkawinan menurut pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya
sebagai tkatan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang
Nomor | Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata saja tetapi juga
merupakan perikatan keagamaan (Hadikusuma, 1990:8),

Rumusan perkawinan tersebut diatas pada dasarnya mengandung inti dan
pengertian yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli atau
para sarjana antara lain
a. Anwar Harjono dalam bukunya Hukum Islam menyatakan

“Perkawinan adalah suatu perjanjan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan untuk membentuk keluarga bahagia™,
b. Sajuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia menyatakan :

“Perkawinan jalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan .

Perkawinan menurut Hukum Adat di Indonesia pada umumnya bukan berarti
perikatan perdata, tetapi perikatan adat dan sekaligus merupakan ikatan
kekerabatan dan ketetangpaan. Ter Haar (196(:158) menyatakan bahwa,
“perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan
martabat dan urusan pribadi; dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan”.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat
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hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
(Hilman Hadikusuma, 1990:8).
Pengertian perkawinan menurul agama Islam, banyak dikemukakan oleh
sarjana Islam diantaranya adalah:
|. Sayuti Thalib (1982:47) menyatakan bahwa, “ Pengertian perkawinan
ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan”.
2. M. Idris Ramulyo (1984:174) mengatakan bahwa:

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni,
kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara

scorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan ini
merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik vang mengikatkan dirinya
maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin,
perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang
sah dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama.
Sebagai taral permulaan ikatan batin diawali dan ditandai dengan adanya
persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, kemudian
lercermin dalam hidup rukun dalam membentuk dan membina keluarga bahagia
kekal untuk seumur hidup (Wantjik Saleh,1976:14-15).

2.3.2 Syarat- Syarat Suhnya Perkawinan

Syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-
undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus
dipenuhi  berdasarkan  peraturan  undang-undang, sebelum  perkawinan
dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-
undang Perkawinan,

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat-syarat material dan
syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah syarat-syarat vang ada dan

melekat pada dirt pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut Jjuga
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syarat-syarat subyektif. Sedangkan svarat-svarat formal adalah tata cara atau

prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang,
disebut juga syarat-syarat obyelktif

P

bl

e o

Syarat-svarat perkawinan itu adalah:

Umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan;

Persetujuan antara calon mempelai;

Tidak ada larangan didalam undang-undang (hubungan pertalian darah):

Untuk wanita yang sudah bersuami ada waktu tunggu:

a. perkawinan putus karena kematian yaitu 130 han;

perkawinan putus karena perceraian dan istri masih haid yaitu tiga kali

suci atau sekurang-kurangnya 90 hart;

¢. perkawinan putus dan istri hamil yaitu sampai waktu melahirkan:

perkawinan putus karena perceraian dan tidak ada hubungan badan vaitu
tidak ada waktu tunggu.

Pihak yang kurang dari 21 tahun harus ada ijin orang tua atau wali,
Memberitahukan kehendaknva,

Agama Islam ke KUA, agama selain Islam ke catatan sipil. Selain calon

mempelai, bisa diberitahukan oleh orang tua atau wali atay orang lain dengan
surat kuasa khusus, Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 10 han
sebelum perkawinan dilangsungkan.

Penelitian syarat oleh pegawai pencatat

a
b.

e

kutipan akta kelahiran / surat kenal lahir;

keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang
tua calon mempelat,

ijin pengadilan bagi suami vang menikah lebih dari satu:

dispensasi pengadilan bagi mempelai yang akan menikah tidak memenuhi
umur batas minimal;

sural kematian dari istri atau suami terdahulu atau surat keterangan
perceraian bagi mereka yang perkawinannya putus karena perceraian;

in tertulis dari pejabat yang ditunjuk untuk anggota angkatan bersenjata,
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8. Diumumkan
Para pihak vang keberatan akan kelangsungan perkawinan dapat mengajukan
permohonan keberatan.
Tujuan diumumkan:
a. menunjukan keterbukaan;
b, perlindungan terhadap calon suami istn atas perbuatan vang tergesa-gesa;
¢. pencegahan atas perkawinan Alandistin vaitu perkawinan vang syarat-

syaratnya dipenuhi tapi didalamnya ada pemalsuan identitas;

d. menunjukkan adanya kepastian untuk melangsungkan perkawinan.

9, Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, perkawinan bisa
dilangsungkan,

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di
Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung bagi agama vang
dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan
menurut tata tertib hukum agamanya. Maka perkawinan itu sudah sah menurut
hukum adat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama, kepercayaan yang
dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat
yang bersangkutan (Hilman [Hadikusuma, 1990:27).

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam diatur dalam ketentuan
tersendiri, Dalam hukum Islam ketentuan perkawinan diatur dalam Hukum
Perkawinan Islam (Hukum Munakahat) Ketentuan ini berlaku berdasarkan Al-
Quran dan Al-Hadist (As Sunnah) baik mengenai syaral-syarat atay tata cara
berlangsungnya suatu perkawinan maupun bagaimana berhentinya atau putusan

Tentang sahnya perkawinan, kata sah berarti menurut hukum yang
berlaku. Kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang
telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sah menurut
aturan  Undang-undang Nomor | Tahun 1974 berarti ndak sah menurut
perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama,
begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum

adat. perkawinan itu,
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Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 avat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa, “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”, Hukum masing-masing agamanya, berarti hukum dari salah
satu agama ity masing-masing bukan berarti hukum agamanya masing-masing,
yattu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atay keluarganya. Menurut
Prof. Dr. Mr. Hazairin yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan
atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini Disamping pasal 2 ayat (1)
ditentukan pula dalam pasal 2 ayat (2) yaitw: “Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaky*.

Maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat
dibuktikan dengan adanya sustu catatan atau akta nikah, sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 2 ayat (2) tersebut. Selain itu juga terhadap pasal 7 ayat (1)
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan,
“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah vang dibuat oleh pegawal
pencatat mkah™. Begitu pula dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam
sesual dengan pasal 2 avat (1) Undang-undang Nomor 1| Tahun 1974 tentang
Perkawinan®,

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia
perkawinan yang sah adalah perkawinan vang dilaksanakan di tempat kediaman
mempelal, di mas)id, ataupun di kantor Agama, dengan ijab dan kabul dalam
bentuk akad mikah. Ijab adalah ucapan “menikahkan” dan wali calon istri dan
kabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan Majelis dan jelas di dengar oleh
dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan
menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dar wali perempuan dan kabul
dari calon suami pada saat yang sama didalam suaty majelis akad nikah yang

disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.
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1.3.3 Pengertian Perkara

Dalam kehidupan schari-hari orang sering menyebut “Perkara” apabila
menghadapl persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pthak-pihak. Untuk
mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang
mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan schagai
pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkatan anak dikatakan bukan perkara
karena tidak ada yang diselisihkan. Pengertian vang demikian im sebenarmya tidak
tepat. Perlu dibedakan antara perkara dengan sengketa Pengertian perkara lebih
luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan
perkara belun tentu sengketa.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, vaitu ada perselisihan
dan tidak ada perselisthan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu vang menjad:
pokok perselisihan, adanya yang dipertengkarkan, ada vang disengketakan,
Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pthak-pihak
sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi
yang berwenang dan tidak memihak. Di dalam Hukum Acara Perdata ada dua
macam perkara:

I. Perkara Voluntair

lalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat
sengketa, sehingga tidak ada lawan, Pada dasarnya perkara permohonan tidak
dapat diterima, kecuali kepentinpan undang-undang menghendaki demikian.
Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

a. Penctapan wali pengampu bagi ahli wans yang tidak mampu  untuk
melakukan tindakan hukum;

b. Penetapan pengangkatan wali;

¢. Penetapan pengangkatan anak;

d. Penetapan pengesahan nikah (itshar nikah);

¢ Penetapan wall adhol dsb,
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2. Perkara Kontentius

lalah perkara gugatan / permohonan yang didalamnya mengandung
sengketa antara pihak-pihak. Perkara izin ikrar talak dan poligami meskipun
dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa termasuk perkara
kantentius.

Suatu perkara perdata yang terdini dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan
ada tergugat yang berlawanan, disebut Jurisdictio Contentiosa atau “Peradilan
Yang Sesungguhnya” Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk
pengadilan adalah putusan.

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti diatas,
disebut Jurisdictio Volumaria atau “Peradilan Yang Tidak Sesungguhnya”.
Karena peradilan yang tidak sesungguhnya maka produk pengadilan adalah
penetapan.

Perbedaan antara Jurisdictio Contentiosa dan Jurisdictio Voluntaria dari
beberapa segi adalah sebagai berikut:

I. Pihak yang berperkara
Dalam juwrisdictio contentiosa selalu ada dua pihak vang berperkara,
sedangkan dalam jurisdictlo volumtaria hanya ada satu pihak yang
berkepentingan.

2. Aktivitas Hakim yang memeriksa perkara
Dalam jurisdictio contentiosa aktivitas Hakim terbatas pada apa yang
dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan dalam jurisdictio
voluntaria aktivitas hakim bercorak administrasi yang bersifat mengatur.

3. Kebebasan Hakim
Dalam jurisdictio contentiosa Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan
apa yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berada dibawah pengaruh
atau tekanan dan pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan
hukum positif. Dalam jurisdictio voluntaria Hakim selalu memliliki kebebasan
menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal,
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4. Kekuatan mengikat keputusan Hakim
Dalam jurisdictio contentiosa putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan
mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar
sebagai saksi, Dalam jurisdictio voluntaria Hakim mempunyai kekuatan

mengikat terhadap semua orang.

2.3.4 Gugatan Perceraian

Agar ketenteraman di dalam masyarakat tidak terganggu dan perbuatan
main hakim sendiri (eigen righting) dapat terhindarkan maka perlu dilakukan
suatu upaya menurut ketentuan hukum. Tindakan mempertahankan hak menurut
hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak,
atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atay kewajibannya, guna
memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan,

Sural gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada
Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya
mengandung suatu sengketa dan sckaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan
perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Isinya memuat tanggal surat
gugatan, nama dan alamat penggugat dan tergugat (identitas), posita gugatan,
petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh penggugat untuk dikabulkan
pengadilan, dimaterai secukupnya dan ditandatangani, Bagi orang vang buta
huruf, maka gugatannya akan dibuat atau disurub buatkan oleh Ketua Pengadilan
sesual ketentuan pasal 388 HIR / pasal 321 RBG.

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan,
dakwaan (JCT Simorangkir,Cs 1980:64). Sementara sarjana lain menyebutnya
sebagal Tuntutan Hak, adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan
vang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “ecigen righting” (Sudikno
Mertokusumo, 1979:29),

Dapat diartikan, gugatan adalah suatu permohonan vang disampaikan
kepada Ketun Pengadilan yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap
pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan,

serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.
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Senada dengan gugatan, ialah permohonan penctapan vaitu suatu
permohonan dari seseorang atau beberapa orang pemohon kepada Ketua
Pengadilan yang berwenang untuk menetapkan suatu hal tertentu. Dalam hal
permohonan penetapan tidak ada lawan berperkara, sehingga putusan yang
dimintakan hanyalah bersifat declaratoir belaka. Sebaliknya dalam gugatan ada
lawan berperkara yang disebut tergugat, dan putusannya bersifat condemnatoir
{penghukuman) serta pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui eksekusi,
setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Didalam Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara tegas tentang svarat-
syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi didalam praktek suatu gugatan
hendaklah memenuhi syarat-syarat vang ditentukan.

Syarat formal dan suatu gugatan adalah:

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
b. Materau,
¢. Tanda tangan,
Syarat substansil suatu gugatan menurut pasal 8 ayat (3) RV, terdiri atas:
a. ldentitas para pihak
Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari
penggugat atau tergugat.
Identitas itu umumnya menyangkut:
1. Nama lengkap;
2, Umur / Tempat dan tanggal lahir;
3. Pekerjaan;
4. Alamat atau domisili,
b. Posita (Fundamentum Petendi)
Posita / Fundamentum Petendi adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya
hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Di

dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

-
|
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1. Obyek perkara;
Mengenai obyek gugatan im sedemikian pentingnva dalam
perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan
teringi.

2, Fakta-fakta hukum;
Adalah uraian mengenai hal-hal yang menvebabkan timbulnya
sengketa,

3. Kualifikasi perbuatan tergugat;
Adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun
formal dan tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan
hukum, wanprestasi, dan lain-lain.

4, Uraian kerugian,
Adalah suatu penjabatan atau rincian mengenai kerugian yang

diderita penggugat, sebagai akibat perbuatan tergugat.

Lh

Hubungan posita dengan petitum,
Adalah hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat
dimohonkan dalam petitum. Akan tetapi dalam hal-hal yang tidak
dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal it telah
dikemukakan dalam posita.
b. Petitum
Petitum adalah merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-
hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim atau Pengadilan. Petitum
biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu petitum primair dan petitum subsidair.
Petitum primair berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh
pengadilan sedangkan petitum subsidair isinya member kebebasan kepada
Hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

Alasan lain untuk mengajukan gugatan adalah keinginan untuk
memutuskan hubungan perkawinan yang telah ada (cerai). Perceraian adalah
penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak
dalam perkawinan (Subekti, 1987:42).
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2.3.5 Kumulasi Gugatan

Kumulasi gugatan tidak diatur dalam HIR tetapi dalam praktek kumulasi
gugatan sering digunakan. Gugatan diajukan oleh sescorang karena ia merasa
haknya dilangar, Sehingga dalam hal imi ada kepentingan dari yang bersangkutan
schubungan dengan pengajuan pugatan tersebut, vaitu adanya suatu fakta hukum
vang menjadi dasar gugatan.

Kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa
pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada
beberapa macam kumulasi :

I Kumulasi subyektif ialah jika dalam suatu surat gugatan terdapat beberapa
orang penggugat atau beberapa orang tergugat |

b

Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada
seorang tergugat.

Kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungan satu sama
lainnya tidak dapat dibenarkan Pada umumnya setiap gugatan harus berdin
sendiri. Penggabungan pgugatan hanya diperkenankan sepanjang masih dalam
batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat dan tergugat masih itu juga
pihaknya,

Syarat-syarat dari kumulasi gugatan -

|. Adanya hubungan yang erat atau hubungan batin dari perkara yang satu
dengan yang lainnya atau koneksitas

2. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat) ;

3. Memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan yang
berlaianan atau saling bertentangan;

4. Prinsip beracara yang cepat dan murah ;

5. Bermanfaat ditinjau dar segi acara (Processueel doelmatig).

Khusus dalam kumulasi obyektif tidak diperkenankan -
I, Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang di[periksa dengan acara khusus
(misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain yang harus harus diperiksa

dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian)
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2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya

Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.

Tujuan dari pada kumulasi tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh
Hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling
bertentangan satu sama lain. Selain itu pemeriksaan perkara dapat dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan (Riduan Syahrani, 2000:36).
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BABIV |
KESIMPULAN DAN SARAN ' JLEBER

4.1 Kesimpulan
Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain, yaitu:

| Bahwa pengajuan permohonan pengesahan perkawinan yang belum
dicatatkan ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam vang disertai dengan syarat-syarat tertentu dalam
pengajuannya dan juga didasarkan pada ketentuan dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Didalam praktek Ketua Pengadilan A gama Jember telah
mengambil kebijaksanaan tersendiri dalam menjalankan tugasnya dengan
tetap mematuhi dan memenuhi prosedur dan ketentuan yang ada. Hal imi
dilakukan karena mengingat banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan
Agama  Jember sehingga perlu  diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan
tersendini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selama kebijaksanaan
yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana,
cepat dan murah.

2. Pemeriksaan terhadap kumulasi gugatan bisa terus dilaksanakan apabila
gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari kumulasi gugatan.
Walaupun kumulasi gugatan tidak diatur dalam HIR tetapi didalam praktek
sering digunakan. Didalam pemeriksaan  kumulasi gugatan  akan
menimbulkan putusan sela, sebelum akhirnya sampai pada putusan akhir.
Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara permohonan  pengesahan
perkawinan yang dikumulasikan dalam gugatan percermian harus tetap
memperhatikan proses pemeriksaan vang berlaku sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

3. Pertimbangan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdin
atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (feielijke
gronden)  dan  pertimbangan  tentang  hukumnya (rechitgronden).
Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan
dalam arti yang scbenarnya, karena hanyalah menyebutkan apa yang terjadi
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di depan pengadilan. Pertimbangan dalam arti yang sebenarnya adalah
pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan inilah yang menentukan nilai
dari  suatu  putusan  pengadilan agama. Dalam perkara  nomor
2226/Pdt.G/2002/PA Jr tanggal 13 Januari 2003  majelis hakm dalam
menjatuhkan putusan sudah benar dalam penerapan hukumnya. Adanya
penerapan hukum yang benar berarti majelis hakim telah dapat menemukan dasar
hukum dan pertimbangan yang berdasarkan fakta yang diperoleh hakim, maka
perkara permohonan dan gugatan yang diajukan bersamaan oleh penggugat,
meskipun penggabungan gupatan-gugatan tersebut tidak diatur dalam Rbg dan
Juga HIR akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan
menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka
penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (Processueel
doelmatig). Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Mei 1975 No. 880 K/Sip/1973.

4.2 Saran

1. Demi pelayanan kepada masyarakat pencan keadilan yang umumnya awam
masalah hukum dalam prakiek, setidaknya pengadilan Agama memberian
penyuluhan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan schingga masyarakat
menjadi tahu dan mengerti akan pentingnya perkawinan yang sah baik
menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Dalam proses pemeriksaan kumulasi gugatan, majelis hakim harus secara teliti
memerksa dan  mempelajari  dahl-dalil gugatan dan petitum, apakah
penggabungan gugatan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat kumulasi
gugatan schingga putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara
kumulasi gugatan udak dinyatakan batal demi hukum. Dalam prakteknya,
kumulasi gugatan seharusnya sering dilakukan karena kumulasi akan
memudahkan proses serta menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang
saling bertentangan, lagipula tiduk bertentangan dengan prinsip peradilan yang
sederhana, cepat dan murah,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(IFY ]

43

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan vang benar-benar menciptakan
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur
negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk
perkara yang sebenarmnya dan peraturan hukum vang mengaturnya yang akan
diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan

ataupun hukum adat).
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LAIPIR AN
Digital Repository Upiversijas Jember
NOMOR: 222&6/PdL.G/2002/P0.Jr
BISMILLAHTRAAHMANIRRAHTM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pendadilan Agams di Jenber zang mangadill perbara
pardata dalam tinghkat perbama dalaw pereidapgsn Majelis
kelah menfatubkan snibvsan aAlas perkars ceral guagat yang
berbunyl sebagel borikul dalun perkars asbara $——-—--—

HASANAH binti MATTL, (1o 30 tahun, &gama

Tisdam, - peksr jaan Land  terakbir bertempat

L mvgegal 14 Pugion, Sambdeingik, Desa amope)

Kecamatan wWal aban Ketmpaten: Jambar: Sz=lan

dutnya disebul « Pengyogat - smme e
MELAWAN

SUMART bin SURATIN, umur 32 tahun, agama
IsTam, oerker Jaun Bani, dabily  ber Fempat
binggal Wi Dusun Sawbidingih, Dasa Bingms L,
Hecama bar Widvhan, KRabupeaten Jember. Seka
rang tidank diketahoi slamatinya diwilayvah
Tndonesin (Ghoibk) ; Selanjutinyas disebhul:
THrgigat,———r e v e ——m
Rengadilan Agama LerspbUfs————r —sc—nmeaa b
Setelah membacn surat=mural dalam booloas porkara:
Snbtelan mendengar ke ler angsn pilek Pongougat seria asisi
aakal di parsidangn-=-— .e= : ————
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Manimbing, bebhwe Peogouadt Badali mengsukan gl
annys Lertanggal 04 Soplambe 2007 vang Jdidaflarkaly pada
Kepani tatann Peangadilan Agaom Tenber df bawah oonor
cdaftar: 2226/PdL, G/P002 /P&, 7 Py porda pokoknva berbuy
nyl sobagal berikub;--—- .-
Bibwa plengguoat dac teegigat bedabomeand kah pada Exnggal
16 Juni 1992, dibacnpag Blpgawad Poncsbal, Mikak  bi=anar

AN WHI |'||"'|¢1rl K'-lL'rII|"| IRNEIE T b 1) ||r||'|1_._'J ') A sl Ttk i :_n_:*_nu

CUKUE  mEnu oL Agam T 51 ani Wal fi dengan wali ayah
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Fa
Digital Reposﬂory Unlver5|tas Jember
Ferggudat beroama » umur & Lalion, warga pegara
Indonesia, agamas I=lam, pekst Iaan Lani, Lenpat kediaman
di Dusun Sambiringik, Pesa Ampiel , Kecanslan Wulubsn,
Kabupaten Jember, mecshawin  Erupa uang sabesar Rp.
F.000,~ (Tige ribu  rupiah) dan disaksikan antara
lain oleh POKATINAH dan SUYADT dangai <Lakus Pangytigat
parawan dalam uJsia 20 bahun. sedang Targugat  jejaka
dalam usia 22 tabup, dan sanbara Pengguoal dan Tergu-
gat tidak ada halangan hukoum untuk menikah baik mererut
ﬁgama faupun meanurut Paraturan, perundang-undangan Wi
barlaku serta selama beroami Ly PMeRgaugat  Bidak
parnah kawin lagl dengan laki Laki lalmg-————ee—ee
Bahwa akan twatapl hirggs sskarand penggngal dan targu-
gat balum memparolsh Wt pap akle Nikah <abagsimana
mastinva dan aMtelah pona@uigat engures  pada  Kantor
Urusar Agoma Kacamalan Wuluban Kabipe b an Jembear, tarnya
ta parnikahan peogaugall deagan Largigel barsebiat, b Tdak
tercatat dalam Buky Registar NMikah di KUA tergebob,
sedang penggudgat  Kini b kepen) Tagiine  onlak syl e
saikan percaraian dengan Lergogal ;--— -- e
Bahwa salalah parnikaban anbara pongdiost dan tergugal
talah hidup rukun sebagai stami f=bei, tarakhir mengsm
kil tampat kedlaman barsamas di romab nrangtua Penggugal
dan dikaruniai 2 arang anak bepnam - e S et
. RIBIUT PRINTTSUTRISNG, Uikl = hetfain VNS
bo SINTHA AYL SAFTTIRI, umur 6 Eulan (Redusnya §ku)
Pancaligal) - o e : _N
Bahwa pacla mulanys pumnsh LAsgys Antara. panagigat  din

tardugal, berdalan  denuan baik Ay M Dapet = Jaly M an
1 Eahun yang 140, romah bangos ponguugalt dan be guoat
mulal goyah, serbng tar jadl ey se 1 w0 han dan e g
katan vang dismbablan kareoa Tergugat FETRTE mein kg
sa g MintZpaoeal wihik adih Desggi ) hingie sk
rang Bk didkelaghul Demgat 0 bagad By, misdai Piend)

guga b wucaly beépiusaba e Pt <albgan b kKeerumah . Ked var

ganya tetapi cidak ol jumpai Ea bty
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mber I

alglla;LBﬁ@QSﬂOEyn unh\/ersl.tasrle” O PEDgROS L oG

bergugat tersabul  uakin  Lama gl i mEmcak . akhitova

i

Tergugalb pardgi meniygelkan  Usmpat keedioman  bBal<ama
dengan tanpa pamit Fanggugat dan sekarany berada dircu-
mah Orang. MBnYa e ————— ————
= Bahwa sejab itu anbara penggugalt dan tsrgugat telah
hidup berpisah kurang labil 1 Lalwin dap sslama hidup
berpisah herssbut anbars panggugal dJdan Lerglgat talah
tidak ada hubungan gl layaknya suami fetriy-——— o
- Bahwa atas sikap dup perbBualan tarmohon vang demikian
itu, pamchon mengslami parder iCaan  lahit dan  balhin
yang berkepaniangan, —e=sce-o .. — e ————
= RBahwa penggugat  talaly berusasha weaul ihkan katenkraman
rumah tangganya daogan  berguoal Akl LELApD Eidak
berhasil. Akblrmva Preiggugat | id.s “angeve lagl hidup
barsama mrabhing canali 1 argye dungan, Lergugal i- - e—-
= Bahwa akas dasdr  alasan—alssarn melirualimaba  Lepuebur
diatas penggliaed, el Kepada P onand i1 an Agama  Jen e
Aagat e Kooy e s § s Pl et bt i mengabohilan
Putitsan sebapal hbeo s e S i
Primair
Lo Mengabio ban gugakan penggligal | - L e,
Z. Meviyatakan  sah  porkawinan  aofoars Paiiggugat dangarn
Tergugeat! wang G171k sai kg, pha TRyt KA Kocama ban

-NLIT- Wbt Ko F'.r“[h_t Fvaty  Temabbiesd and LAl Lee Sonyil [|ane ‘= -

s Manyarakan  Gubolr Aok b b T el T g
Fer havlap Panggugal ; - = e — i - .
4. Hﬁ'“hhl.i"ﬂ.r'\-‘lkﬂl" kxi LY FHRY WA Ll LITTAN DTSR TY | el L isnn

Tk e Sang Ber ok
Jubsd dair
MEEU mehon pubisdn yang: Emachi Y sswld3 Y nyn
Menimbuwng, bBabws cdda et i Fierk s danuan vang telahb
i tantukan, Pomaaugat hadic dan T, Vabgat  15duk i nah
hadie dalam po wiodibgan, mesikipun Latah dipanggil asosra
patut melalui Radio Rapubl ik Tndonesis Regional 11 Jenber

2 kali masing-masing Lenggal 09 Geilimbe] 2002 dan 9
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adanya suatu halangan yang sah, wske psperikesan perkara
ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadicnys Tecagugatb:-———-
Manimbang, bahwa selanjulnya Majelis Hakim menoupa

yakan agar Panggugat barsabar den Lidek minla cerai
dengan Tergugat, akan tetapi bidalk barhasi)l;————— -
Manimbang, bahwa kemudian =idang dinyatakan
Eartubup upbuk umoem dan dibacakan? 4l gugaban Penagugalt
yang isinva tetap dipertahankan;===——we—emo e o
Menimbang, bahwa sebelun melanjulbkan pemerik=aan
terhadap pokok perkara, yakni cerai gugab, terlusbih
dahuly Majelis Hakim memeriksa permobonan Itsbat Nikah
vang diajukan secara bersamaan oleh Pengougel;———=——=e-—-
Menimbang, bahwa terhadap parmchopun Thabat Nikah
tersebut, selulah eiadakan pamerilossn saperlunya dengan
mencengarkan Kaberangan Pengdikiat se tia Saksi-sakei o
muka persidangan dan difubungksp dengan Bukbi =urat
ketarangan dari KUA Kecamatan auluban, Kabupaten Jembes
tartanggal Q3 Seplember 2002, vamnr & Kin, 2% 25/PW.02.01/
134/2002. (Bukti 5 P 1), Majeli=s Halkim telah dapat merne-
Mukan  fakts hukum, sahingga pariu sandoatubkan pernel span
calam wilidang yang dipnyabakan fesbiks untuk  umuin derngan
amar  vang berbunyl sgbhagal berilil . ——=<—v—aeo— . -—-
- Menyatakan sah parkawinan Oangungal antara Targugat

yang dilaksapgakan pada S5 Jund 1922 di Desa Ninpel,

Kecamatan Woalulmn, Kabupaten Tomier
= Munangguhlesnibiayns perkara dit samno T pubasan akhid
Mﬁlfl;.ll-'llh'tH-_j, BriiFigadt polpckets g cenfuindg AT ivn b akay s e b

Eup Kembass L3 btk omum dain Madel in Bk bm eempenes b1 adoan
Fengaugat Untuk mengaiukan aksi-sabksl yang di muka
parsidangan mengaku barnama - r——— -

1. BULASRI, umur 22 tahun, dgema Tslam, Pokerjasn fani -
mXamat Dersa Ampel | Kecamaban Wi abagn, abupmtan Yen-
hlﬂ'l":"’_"'" e p— et e ety o A .

2. MAHMUD, Lmur 43 Lahun, agens Tslam, Pekarjaan D3N,

alamat Desa Ampal, Kecamatao Wolobun, Kabupaten Tap-
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R e e e e o . -

Menimbang, babwa saksi terssbut di bawah sumpah
di muka persidangan membarilkan keterangan yang pada

pokoknya satu dengan vapg lain  saling bersesusian,

= bahwa, Panggugat dan Tergugat suvami isteri yang sah,
dan keduanya telah dikaruniai 2 arang anak;—=—————ee——_

- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Targugat
hidup rukun dengan mengambil tewpal kediaman bersama
tarakhir di rumah orang tua Fanggugat, akan tetapi
sejak * 1 tahun yang lalu secara Berturub-turut anlara
Pangglgat dan Tergugal Lelak hicup barpisah, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugak, oan hingga kini tidak
diketahui alamataya, keduanya sudah Eicdak  ada ikatan
lahir bathin sebagal svani [steri dan tidak peErnah
saling Berkundungs ——=-———r=—cem e

= bahwa, ksadaan rumah Langs Panggiigat  dan Targuaa
sebagainana di atas terjadi dengan diawali adanya
pasellsihan dan parlengkaran antara Panggugat dan
Targugat yang disebablan kalona Targugat bawa sepada
pancal adik psnogugat dan hingga sekarang tidak pethalk
kombali; =~ e —— et —————
~ bahwa, di luar parsidangan, saksi-saksi telah pula
Lurdt  mamberikan upaya perdamaian  kapacda Pengguast,
akan tetapi usaha tarsebut tidak pErnah membana Basi) -
Maninbang, bahwa terhadap alab Hukbt surat serta
katerangan saksi-sakei tarsabal, Panggugal  menvabakan
Lidak kebwBratan dan HENEE EMANYR f ~ v e e e e
Menimbang, bahwa dalan Resimpulannys,  Penggugat

Latap berkeinginan mEngadukan osrai gugat tarhadap Ye|gu-
gat, dan mohon agar Majelis Hak b ket hstian soageara meryy a-
EURKEN pUbUBANNY S =~ m e e e e e
Menimbang, bahwa bk memparsingkat wraian putbus

an ini, maka segala sesuatu yang barlangsung di persidang
an dianggap termasuk pula dan merupalkosn baglan wvang Lak

tarpisahkan dari putusan fmf;---—ss-emcmmmomm
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TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, babwa maksod dan Lojuan dlldatan Panogl-

gat adalaly sobagaimana taryural di atas)—se—e—mms e s
Meninbang, bafka Majelis Hakin telah memberikan
nasihat sepearlunva kepada Panggugat agar mengurungkan
niatnyva untuk berceral, akan btetapl tidak berhasil;-——-—=
: Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telall memnenuhi
syaratr-syarat formal perkars. sehingua Majelis Hakim
perlu mamberikan partimbangan lebih Tanjuby s s o
Menimbang, bahwa terbadanp pErggdabungan parmohonan
Panggugat menyangkut Thabat Nikah dangan Ceral GBugatnva,
berdasarkan pasal 7 ayab (3) huru! tad, Majsli=s Hakim
barpandapat dapat menecimanya, dengan  terlabibh dahulu
memeriksa permohonan Thabalt Nikahnya dan kemudian Majel i
Haleim mendatuhkan amar prerstapan yang barbunyi sebagaima=
Na terural di atas, yvakni Penggugal dan Tergugal: “feikat
perkawlinan yvang sah sésuai hukum T=s1am asejaly 18 Juni 992
di Dasa éampel, Kecamabar Wuluhan, Kabupaten Jembar, dan
talah.dikaruniai 2 prang anak == —ro e L
Manimbang, bahw=s manyangkul gugatan Panggugst
tentang perceralan, diperbimbanakan babwa Targugat seka-
lipun telah dipanggil secara patut stibagalmana memanuhi
katentuan pasal 27 Paraturan Pemerintab nomar 9 Eabun
1975 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi
tidak permah hadir serta tidak perrzh fmeatiahadivhkan Kuasa
atau wakilnya vang sah, sehinggsa dengan demikian banmarik-
saan parkara oilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat:-—-
Menimbang, bahwa tarhadap ketidak hadiran T a8 gL

gat, Majelis Hakim menilai bahwa (Tergugat membenarkan
dalil-dalil gugatan Penggugat atau selidaknya Lidak mem-
= A i B O S S
Menimbang, bahwa untuk meneguliken dalil-dali’
gugatannya, Penggugat menyvertakan bub i —pBukti sexbagadinars
terural di atas vang oleh Majelis Hakim telah dipeliksa

dan ternyata dapat diterima sebagai alat Bukfi Yang sahj-
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Manimbang, bahwa berdasarban bukti-Sakti ssbagai-
mapa tealah terural i atas, dihubuagban diingan kalterang
i Poanggugal dan saked -waksl winhn Vb)) Ratliaya ,  LEonesa
antara satu dengan vang lain =aling berseauaian. dan
Majelis Hakim dapat mansinukan Tabba=Fekta hukom el piersi-
dangan yang pada pokokinya adalahr—————————— e
- bhahwa, Penggugal dan Teargugatl siemi isterd yang =ah,

dan keduanys telah dikarunldal 2 onany ansk;———-—-=——=
= pakwa, samila rumah Bangga Pangougat dengan Tergugat
Ficdup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama
terakhir di rumah wrang ths Pelgoussl, akan bebapi
selak * L& hahun yvangd Yald setmea berfucol=tueoat andara
Penggugat dan Taerguget te)sh hidip baipisah,  Taogioat
pargl meninggallkan Pangguaal, dan bidngga Rind  tidak
dikatahui alamalhya, bWeduanya sudab Vidak ada ikatan
Takhir bl f'tth_ sabhgal suant fzheErd den ) Pdak pernak
saling berkanIung ;- ———mmremm e e oo,
= hahwa, keadaan rumah bangga Penggugat dan Tergugat
sabagaimana di atas terjadi deongan diawali sdanya
pasaliniban dan pertengkaran antara Pengaugat dan
Targugal yang disebabkan karena Targugat hawa seosda
pancal adik penggugatl dan hipuga sekarang tidak pernah
KemMbR1E § e e e
= bahwa, di luar parsidangan, sak-i-sakat talah pula
turut memberikan upaya pardasalan kepada Panggugat,,
akan tetapi usaba tersabul bLidak pernal manbawa hami Y

Menimbang, bahwa BarFdasartan hal-hal di alas
Majelis Hakim petut menilai babwa rumal Langga Pepguogsl,
dan  Tergugal sudah pacah sedemilian rupa, scbagal akibak
sering terjadinya puraalisihan dan oy Cengkaran df ek oora
keduanya, rumah tangganya menjadi tidak ads kebabmobisan
dan amat sulil dipertabankan untuk mencapat tuluan parfa-
winan sebagaimana mastinya, sohinggn dengan demikian
telah btarbukbi ticdak melawan hak dan cukop alasan bLagi
Panggugat untuk bercerdal berdasarban pasal 19 huruf 0F)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tuhun 197% Ja.  pasal S

g
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huruf (7)) Kompilasi Hukum Islam: (vide: Yurisprudens: Ma
Nomar & 38 K/AG/1990) tr—m—— e e e
Manimbang, bahwa oleh karana telah tapdapat alasarn
parceraian, maka sesual pula dengan pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang nompr 1 tahun 1974, maka Majalia Halkin
barpeandipat patul mangabulkan gugatan Penggugabs ————-——-
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Untang-Uncang 7 Bahtn 1989, maka biaya perkars dibebanban
Kepada Pangougat; e eemmmmm—— o e e i
Mengingat, Undang=Undang nomar 7 lahui 1989 serta
segala ketentuan perundang-undangan vang berlaku dan
hukum syara' vang berkaltan dengan parkara ini:—=——————-
MENGADIELI
L. Manyatakan, babwe Tergugat vang Eelah dipanggil dengan
patut unbuk  datang menpghadap di persidangan, tidalk
MBCET T b ettt B o e o v o e o e i i e e i
2. Mengabiulkan gugalan Panggugal dengar veratek;~=—e————
A< Manyatakan Jatuh Talak satu bain dard Létrgugat (Sumari
bin Suratin) terhadap penggugat (Hasanah binti Ma'il);
4. Mambebankan blaya parkara ind kepaos Poanagugat wvang
Mihdga kini dihitung sebssar Ap, 207000, - (dia ratus

dum ribu rupiah) ;s e

Pemikianlah putusan Ini dijatuhkan pada hari
Sendn, tanggal 13 Januari 2003 Masehs bartapatan dengan
tanggal 10 Dzulgo'dah 1423 Hijriyah, olah kami
Drs.M.SYAFI'IE THAYYIB, SH. sebagai Hakim Kebus =ertbs
Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH. dan  SULHAN, SH, MH. mas i ng-
masing sebagai Hakin Ahggota; pubusan mans pada hari ftu
juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuks bk
wmum @laly Majfelis Hakin tarsebut depngan dibantu oleh
Pre. ABD. HAMID. sebagai Panitera Pengganti serta dilhs-

diri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugab: ———« -
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HAKIM ANGGDTA HAKIM KETUA :
ttd, ttd,
Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH.MH. DRS. M.SYAFI'IE THOYYIB,SH
ttd,
SULHAN, SH, MH. PANITERA PENGGANTI:
ted,
Drs. ABD. HAMID.
Perincian bilava:
L. Biaya Administrasi %p. S0.000,-
2. Riaya 6.P.P. Rp. 26.000,=
3. Biaya Pancal Rp. Ll20.000, -
4, Blava Materai Rer. &.000, -
+  ARIE!

Juml a h Rp. Z02.000,-

A y | K Al Peroustainay

b %% 2l | & Ss
“Q?}- ] . ;JTJ;ELEHBEI
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